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DRAF 

 

 
 

GUBERNUR SULAWESI BARAT  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR    5   TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

Menimbang : a. bahwa pemungutan pajak daerah terhadap Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah, pada beberapa tahun terakhir ini mengalami 
penurunan yang antara lain disebabkan menurunnya daya beli 
masyarakat terhadap kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi 
Barat;  

  b. bahwa untuk menumbuhkan daya beli masyarakat terhadap 
kendaraan bermotor dan dalam rangka mendorong peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari perolehan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu menurunkan tarif bea 
balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama, 
sehingga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4422); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribsi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049);   

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

SALINAN 
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  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

  7.  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 56); 

 

Dengan Persetujuan bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SULAWESI BARAT 

dan 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 

 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 56) diubahsebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 7, angka 26, angka 39, dan angka 43 
diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan   
daerah. 

5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKPD, adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dibidang Keuangan, Pendapatan, dan Barang Milik Daerah. 
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6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

7. Kepala Badan adalah Kepala BPKPD. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam  bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

9. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau 
penguasaan kendaraan bermotor. 

10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan 
oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi 
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak 
kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di 
air. 

11. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang 
dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk 
kepentingan pribadi atau badan.  

12. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat 
yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. 

13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak 
milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 
perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar 
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. 

14. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan 
dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti 
kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan 
Bermotor. 

15. Penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan 
bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah 
menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

16. Penyerahan Kendaraan Bermotor adalah pengalihan hak milik kendaraan 
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk 
hibah wasiat dan hadiah, atau pemasukan ke dalam badan usaha.  

17. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan 
bahan bakar kendaraan bermotor. 

18. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair 
atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. 

19. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air permukaan. 
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20. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, 
tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. 

21. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh 
Pemerintah. 

22. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. 

23. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

24. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab 
atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan 
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

25. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu 
lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan 
kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. 

26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 
penyetorannya.  

27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 

31. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-
rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 
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besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 

35. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan 
Keberatan. 

37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak. 

38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

39. Surat Keterangan Fiskal adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan 
yang berisi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak untuk masa dan 
tahun tertentu.  

40. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau 
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, 
berdasarkan ketentuan peraturan perundnag-undangan perpajakan. 

41. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau 
penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap 
keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku.  

42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan 
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak 
tersebut. 

43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah. 

2. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 15 

(1) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan 
sebesar 10 % (sepuluh persen). 

(2) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan 
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seterusnya ditetapkan sebagai berikut : 

a. penyerahan kedua dan seterusnya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat 
ditetapkan sebesar 1 % (satu persen); 

b. penyerahan kedua dan seterusnya terhadap kendaraan bermotor khusus 
dari luar Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima 
persen). 

(3) Tarif bea balik nama kendaraan khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat 
berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum masing-masing 
ditetapkan sebagai berikut : 
a. penyerahan pertama sebesar 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen); 

dan 
b. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 % (nol koma nol tujuh 

puluh lima persen). 
3. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 63 
(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau 

mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan 
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 
2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang 
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 4 
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. 

4. Ketentuan Pasal 68 dihapus, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 68 

Dihapus 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 5 
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (5-299/2018) 

 
 
 
 

PENJELASAN 

Ditetapkan di Mamuju 
pada tanggal 26 Desember 2018 
 

       GUBERNUR SULAWESI BARAT, 
 

                       ttd 

      H. M. ALI BAAL MASDAR 

Diundangkan di Mamuju 
pada tanggal 26 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, 
 

 ttd 

MUHAMMAD IDRIS 

 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
 Mamuju, 31 Desember  2018 

        KEPALA BIRO HUKUM, 
 

 

   ttd 
 
BUJAERAMY HASSAN, SH 
Pangkat : Pembina Tk. I 
NIP.  : 19750630 200212 1 010 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR    5   TAHUN  2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH 

I. UMUM 

Hakekat pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya penyerahan urusan 
pemerintahan untuk menjadi kewenangan Daerah yang disertai sumber-sumber 
keuangan Daerah, antara lain berupa Pajak Daerah. Daerah diberi kewenangan 
untuk memungut Pajak Daerah yang menjadi kewenangan daerahnya. 

Untuk melakukan pemungutan Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak ini 
telah mampu meningkatkan penerimaan daerah, bahkan meningkat secara 
signifikan. 

Dalam pengelolaan pajak daerah utamanya pajak dari Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mampu meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah secara signifikan. Hal ini karena meningkatnya 
pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatnya jumlah pembelian 
kendaraan  olehmasyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. 

Namun, dalam perkembangan berikutnya, daya beli masyarakat terhadap 
kendaraan mengalami penurunan. Hal ini karena adanya warga masyarakat 
yang melakukan pembelian kendaraan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 
dimana Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan pertama 
lebih rendah dari Tarif Bea Balik nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan 
pertama di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 2,5 % (dua belas koma lima persen). 
Yang dimaksud “penyerahan pertama” adalah penyerahan kendaraan bermotor 
dari penjual/importir/dealer kepada pemilik pertama. 

 
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, menyatakan sebagai berikut : 

(1) Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah 
terdiri atas: 

a. pajak kendaraan bermotor; 
b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan 
c. pajak air permukaan. 

(2) Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh 
Wajib Pajak terdiri atas: 

a. pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan 
b. pajak rokok. 
 
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah tersebut, Pemerintah Daerah memiliki diskresi dan keleluasaan dalam 
menetapkan  tariff   pajak   sesuai   dengan   kondisi   Daerah  dan kemampuan 
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masyarakat setempat, namun tetap berlandaskan pada peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.  

Dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 
01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Tarif Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan sebesar 12,5 % (dua belas koma 
lima persen). 

Sejalan dengan kewenangan Pemerintah Provinai yang diatur dalam  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Barat melalui  Peraturan Daerah tentang Perubahan  Atas Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak daerah, 
menetapkan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan 
pertama berupa penurunan tarif dari 12,5 % (dua belas koma 5 persen) menjadi 
10 % (sepuluh persen).  

Penetapan penurunan tarif menjadi sebesar 10 % (sepuluh persen) ini 
dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.   

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal I 
Cukup jelas. 

 
 
Pasal II 

Cukup jelas. 
 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


